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Moro National Liberation Front (MNLF) merupakan sebuah organisasi

pergerakan yang lahir untuk mewakili golongan bangsa Moro yang kepentingan

dan aspirasinya tidak terwadahi oleh pemerintah Filipina. Kemunculan MNLF

dilatarbelakangi oleh adanya identitas bersama di antara bangsa Moro yang

merasa tertekan di bawah pemerintahan Filipina dan didorong oleh kebutuhan

terhadap kekuatan yang bisa menyatukan dan memimpin perjuangan mereka.

Pemerintah Filipina berupaya mengembangkan program integrasi untuk

kepentingan pembangunan negara Filipina, namun di sisi lain kondisi tersebut

berbenturan dengan keinginan bangsa Moro yang diwakili oleh MNLF untuk

memisahkan Mindanao dari bagian Republik Filipina. Praktek integrasi

dikembangkan melalui serangkaian kebijakan pengembangan wilayah bangsa

Moro melalui program migrasi dan eksploitasi sumber daya wilayah Mindanao.

Program pemerintah tersebut mengalami ketimpangan di satu sisi yaitu tidak

diimbangi dengan adanya peningkatan kesejahteraan hidup di kalangan bangsa

Moro dalam bidang sosial-ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya

perlawanan dari bangsa Moro yang merasa tidak puas atas kebijakan pemerintah

Filipina di Mindanao.

Pemerintah Filipina melakukan upaya meredakan perlawanan bangsa

Moro dengan cara menawarkan para pemimpinnya posisi tinggi dalam

pemerintahan. Tindakan pemerintah Filipina tersebut disambut dengan
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perlawanan MNLF yang tidak menyetujui penyelesaian masalah secara

kooperatif Strategi MNLF dalam perlawanannya terhadap pemerintah Filipina

menggunakan strategi perjuangan bersenjata (militer) dan politik. Perjuangan

dengan strategi bersenjata yang dijalankan oleh MNLF mulai melunak seiring

dengan adanya sorotan dari dunia internasional terhadap konflik yang

berkepanjangan antara MNLF dan pemerintah Filipina. Puncak perang sipil yang

terjadi antara MNLF dan militer pemerintah Filipina dari tahun 1972-1975

menandai pengintemasionalisasian masalah bangsa Moro ke dalam sebuah

urusan politik dunia yaitu sebagai sebuah isu internasional.

Pengintemasionalisasian masalah bangsaMoro merupakan sebuah langkah politik

MNLF untuk mendapatkan dukungan dari dunia muslim dan dunia internasional

dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Perlawanan MNLF terhadap pemerintah Filipina dilihat sebagai persoalan

yang kompleks karena tidak hanya melibatkan MNLF dengan pemerintah

Filipina, namun juga melibatkan negara-negara muslim yang tergabung dalam

Organisasi Konferensi Islam (OKI). Keterlibatan negara-negara tersebut didasari

oleh simpati terhadap keadaan bangsa Moro di Mindanao dan konflik yang

berkepanjangan antara MNLF dan pemerintah Filipina, namun, dukungan negara-

negara tersebut tidak berada di belakang perjuangan Moro yang mengajukan

kemerdekaan Mindanao dari Republik Filipina. Negara-negara anggota ASEAN

cenderung untuk membatasi diri seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Selain

karena faktor solidaritas, negara Indonesia menganggap persoalan heterogenitas

masyarakatnya sebagai ancaman disintegrasi, sehingga Indonesia bersikap hati-
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hati dalam menghadapi gerakan yang bersifat separatisme di negara-negara lain.

Dukungan yang diberikan dalam kerangka yang tidak mengancam keutuhan

wilayah negara Republik Filipina.

Hasil yang diperoleh MNLF dalam perjuangan menuntut kemerdekaan

Mindanao dari Filipina belum sampai pada taraf yang diinginkan oleh MNLF.

Lemahnya dukungan dari negara-negara OKI terhadap upaya perjuangan MNLF

menuntut MNLF untuk mencabut tujuan kemerdekaan Mindanao dari Filipina dan

menggantikannya dengan menuntut sebuah otonomi khusus. Penyelesaian akhir

konflik antara MNLF dan pemerintah Filipina dicapai dengan keputusan otonomi

khusus dalam kerangka kedaulatan nasional dan integritas wilayah Filipin melalui

penandatanganan "Perjanjian Damai 1996" oleh Presiden Ramos dan Misuari.






